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PUTUSAN
Nomor 678/Pdt.G/2016/PA.Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan

oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu

Bara, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani,

tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta

memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register
Nomor 678/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 22 Agustus 2016 mengajukan gugatan

cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2013
berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 574/90/X/2013 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi,
Kabupaten Batu Bara tanggal 30 Oktober 2013;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah kakak Tergugat di Kota Medan, dan terakhir Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat tersebut;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul

sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan
Desember tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih
kurang 2 tahun 8 bulan lamanya, dan selanjutnya Penggugat saat ini tinggal
di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat
tersebut di atas, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtua
Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan
bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk
mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu
Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di
Pengadilan Agama Kisaran;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

sudah  pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat
menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan
Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan
selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat tidak datang dan tidak
mengirim wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan dan mediasi tidak dapat
diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak
hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi
Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati
Penggugat agar tetap bersabar dengan berusaha memperbaiki dan
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup
untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah
hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat di
persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 574/90/X/2013 atas nama
Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara tanggal
30 Oktober 2013. Fotokopi tersebut telah dinazagelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi :
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1. Saksi pertama, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. di

bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat yang
merupakan menantu saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota
Medan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
hanya rukun selama satu bulan setengah saja, setelah itu Penggugat

dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain
bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita tersebut dan
telah mempunyai keturunan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
rumah selama 2 tahun 10 bulan. Penggugat meninggalkan Tergugat
dan pulang ke rumah orangtuanya karena tidak tahan melihat

perilaku Tergugat;

- Bahwa saksi telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

2, Saksi kedua, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. di
bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan bibi Penggugat;
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- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat,

suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 dan belum

dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di Kota Medan;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak
satu bulan setengah setelah menikah sudah tidak harmonis, sering

bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain
bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita tersebut dan

telah mempunyai keturunan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
rumah selama 2 tahun 10 bulan. Penggugat meninggalkan Tergugat
dan pulang ke rumah orangtuanya karena tidak tahan melihat
perilaku Tergugat yang selalu berhubungan dengan wanita tersebut
melalui handphone dan Tergugat juga sering berkata akan

memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lebih lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk
berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang
Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan
perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena
itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat
mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir
menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum dan perkara ini
akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana
ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan
cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah
tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai
dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143
ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun
2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka
pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam
sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan
Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara
ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak
pertengahan bulan Desember tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat gugatan ini diajukan
sudah lebih kurang 2 tahun 8 bulan lamanya, dan selanjutnya Penggugat saat
ini tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di
rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara
verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka
kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan
2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah bermeterai dan dinazagelen dan
setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan
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Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah,
oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan
dalam perkara ini (persona standi in judicio) sesuai dengan ketentuan pasal 2
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah
memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut
tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar
keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan
keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat
diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi
Penggugat yang bernama Saksi pertama dan Saksi kedua dan keterangan
saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pihak Penggugat serta dapat diterima oleh
Majelis, namun Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari
pihak Tergugat, karena Tergugat ternyata tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan alasan

tersebut, maka harus dibuktikan unsur-unsur :
a. Sejak kapan dan dari mana Tergugat meninggalkan Penggugat;

b. Apakah gugatan tersebut diajukan setelah lampau dua tahun
sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;

C. Tergugat menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga

dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan
para saksi dan bukti lainnya di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada
tanggal 30 Oktober 2013 (bukti P.);

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah kumpul
bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang satu bulan setengah,

namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah kumpul bersama selama lebih kurang satu bulan
setengah di rumah keluarga Tergugat di Kota Medan, Penggugat pulang
ke rumah orang tuanya, akan tetapi sejak saat itu (Desember 2013)
hingga sekarang Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan
Desember 2013 hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih

secara terus menerus;

- Bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada
tanggal 22 Agustus 2016, di Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor
Register perkara 678/Pdt.G/2016/PA.Kis. Ini berarti Penggugat ketika
mengajukan gugatan tersebut setelah lampau 2 tahun sejak Penggugat

meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun lagi akan tetapi
Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis
berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat
berdasarkan alasan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat
selama dua tahun berturut-turut karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam
persidangan tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis
berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi
ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat
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yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap

Penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan
dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana
yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat
dengan Tergugat dan PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat
berdomisili/bertempat kediaman saat ini untuk dicatat perceraian Penggugat
dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana akan

ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi
Kabupaten Batu Bara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk dicatat

dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal
11 Muharram 1438 H oleh kami Dra. Shafrida, S.H sebagai Ketua Majelis, Hj.
Devi Oktari, S.H.l., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan
dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.H.l sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.H.l., M.H Mardha Areta, S.H
Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya prosesRp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 475.000,00
4, Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 566.000,00
(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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